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KATA PENGANTAR

Atas Rahmat ALLAH SWT telah terselesainya Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2022 guna melaksanakan ketentuan
sebagaimana amanatkan daLam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelengaraan Pemerintah Daerah,
yang kemudian disusun menurut Dalam Permendagri Nomor 18 Tahun
2020 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2019 tentang penyelengaraan Pemerintahan Daerah. Dengan
semangat menuju Visi dan Misi sebagaimana dirumuskan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Laporan ini disusun sebagai sebagai wujud pertanggungjawaban hasil

pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mencapai
sasaran kegiatan (outcome) tahun 2022 dengan menyajikan informasi realisasi kinerja

serta akuntabilitas keuangan Kecamatan Bukit Kapur Tahun Anggaran 2022.

Kami menyadari keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kecamatan Bukit Kapur
ini sehingga saran dan masukan dari pihak-pihak terkait sangat kami
harapkan demi kesempurnaan Laporan ini dimasa mendatang. Demikian

dan wassalam.

Bukit Kapur, Januari 2023
CAMAT BUKIT KAPUR

AGUS GUNAWAN, S.Sos
Pembina
NIP. 19770831 200003 1 005
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan
laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai
implementasi dan presentasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelengaraan
Pemerintah Daerah (Pasal;, 2). yang disusun berdasarkan prinsip
transparansi, akuntabilitas, akurasi dan objektif (Pasal; 3). yang
memiliki ruang lingkup meliputi ; hasil penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan
oleh Pemerintah Daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan
dan penugasan (Pasal; 15). yang mempresentasikan hasil
penyelenggaraan urusan pemerintahan meliputi ; capaian
pelaksanaan program dan kegiatan serta permsalahan dan upaya
penyelesaian setiap urusan pemerintahan, kebijakan strategis yang
ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya, dan tindak lanjut
rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran
sebelumnya (Pasal; 16).

Dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang penyelengaraan Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 2
dijelaskan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada
dewan perwakilan rakyat daerah yang memuat hasil penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menyangkut laporan
pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah
daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Kecamatan Bukit Kapur sebagai menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan kecamatan dan kelurahan wajib membuat Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebagaimana perjanjian

kinerja yang ditangani dihadapan Walikota Dumai.
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1.2

1.3

Sudah semestinyalah Camat Bukit Kapur bekerja dengan
sekuat tenaga secara oktimal merealisasikan apa yang menjadi
tugasnya tersebut, dengan ini akan disampaikan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Kecamatan Bukit Kapur oleh Camat
dalam pelaksanaan dan merealisasikan APBD dan APBD.P Tahun

Anggaran 2022.

Visi dan Misi Kepala Daerah Kota Dumai

VISI
PEMBANGUNAN KOTA DUMAI
Rumusan Visi RPIJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026, adalah
sebagai berikut :
" Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri

Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu "

MISI
PEMBANGUNAN KOTA DUMAI
Misi pembangunan Kota Dumai untuk merealisasikan visi
pembangunan di atas adalah :
1. Mengembangkan Perekonomian Kota yang berdaya saing dan
bertumpu pada kepelabuhanan dan industri
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berjati
diri Melayu
3. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan daerah yang
baik

Data Umum Daerah Kecamatan Bukit Kapur
1. Data Geografis Wilayah;
Kecamatan Bukit Kapur Berdasarkan Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kelurahan Bagan
Besar Timur Kecamatan Bukit Kapur, Kelurahan Bukit Kapur
Kecamatan Bukit Kapur, dan Kelurahan Sungai Geniot Kecamatan

Sungai Sembilan. Maka pada tahun 2021 dimulailah pelayanan
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pemerintahan Kecamatan Bukit Kapur dengan kelurahan baru yaitu

Kelurahan Bagan Besar Timur dengan luas wilayah + 14,031 Km2

dengan jumlah penduduk 5.081 jiwa yang tergabung dalam 9 RT

dan Kelurahan Bukit Kapur dengan luas wilayah £ 51,51 Km2

dengan jumlah penduduk 7.625 jiwa yang tergabung dalam 15 RT

dan resmilah Kecamatan Bukit Kapur menjadi 7 (Tujuh) Kelurahan

yaitu:

a)

Kelurahan Bukit Kayu Kapur

b) Kelurahan Bukit Nenas
c) Kelurahan Gurun Panjang
d) Kelurahan Bagan Besar
e) Kelurahan Kampung Baru
f) Kelurahan bagan besar Timur
g) Kelurahan Bukit Kapur
Tabel 1.1
Data Geografis wilayah Kecamatan Bukit Kapur
Tahun 2022
No Kantor/Tempat Bertugas Luas Wilayah
1 [ Kelurahan Bukit Kayu Kapur 15,76 Km2
2 | Kelurahan Bukit Nenas 19,62 Km2
3 | Kelurahan Gurun Panjang 40 Km2
4 | Kelurahan Bagan Besar 38,43 Km2
5 | Kelurahan Kampung Baru 25 Km2
6 | Kelurahan Bagan Besar Timur 14.031 Km2
7 | Kelurahan Bukit Kapur 51,51 Km2
Total Luas Wilayah 204,351 Km?

Sumber Data Monogafi Kecamatan Kec. Bukit Kapur dan Kelurahan 2022
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Tabel 1. 2
Luas wilayah menurut penggunaan Tahun 2022

NO PENGUNAAN LAHAN JUMLAH

1 | Luas pemukiman 12143 .4 ha/m2
2 | Luas persawahan ha/m2
3 | Luas perkebunan 9077,5 ha/m2
4 | Luas kuburan 58 ha/m2
5 | Luas pekarangan 527,5 ha/m2
6 | Luastaman 1 ha/m2
7 | Perkantoran 120,5 ha/m2
8 | Luas prasarana umum lainnya 109,8 ha/m2

Total Luas 19623,8 ha/m2

Sumber Data Monogafi Kecamatan Kec. Bukit Kapur dan Kelurahan 2022

2. Jumlah Penduduk;
Jumlah Penduduk Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai
terdiri dari Laki- laki 26.693 orang dan Perempuan 24.871 orang
total keseluruhannya 51.564 orang yang tersebar pada 7 (tujuh)

kelurahan di kecamatan Bukit Kapur

Tabel 1. 3
Data Jumlah Penduduk Kecamatan Bukit Kapur
Tahun 2022
Kecamatan | Tahun Jumlah Penduduk Total Jumlah
Laki-Laki | Perempuan Penduduk
BUKIT 2019 24.684 22.881 47.565
KAPUR 2020 26.693 24.871 51.564
2021 27.401 25.603 53.004

Sumber : https://dumaikota.bps.go.id/indicator/12/210/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-
jenis-kelamin.html
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3. Pertumbuhan Penduduk;

Tabel 1. 4
Data Laju Pertumbuhan Penduduk Kecamatan Bukit Kapur
Sampai Dengan Tahun 2022

LAJU PERTUMBUHAN
No Tahun PENDUDUK
(%)
1 2018 3,1
2 2019 2,41
3 2020 2,98
4 2021 0,25

Sumber : https://dumaikota.bps.go.id/indicator/12/185/1/laju-pertumbuhan-penduduk.html

4. Jumlah PNS;

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai sebanyak

58 ( Lima Puluh Delapan ) Orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.5

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Kantor Camat Bukit Kapur dan & 7 (Tujuh) Kelurahan
pada Kecamatan Bukit Kapur
Tahun 2022

Z
o

Kantor/Tempat Bertugas Jumlah

Kecamatan Bukit Kapur

16

Kelurahan Bagan Besar

Kelurahan Bagan Besar Timur

Kelurahan Bukit Nenas

Kelurahan Kampung Baru

Kelurahan Gurun Panjang

Kelurahan Bukit Kayu Kapur

00| NI o o M| Wl N

Kelurahan Bukit Kapur

ol o1l ©|] o o o N

TOTAL

58
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5. Realisasi pendapatan menurut jenis pendapatan;

Realisasi Pendapatan OPD Kecamatan Bukit Kapur Tahun
2022 Sebagai Berikut :

Tabel 1. 6
Realisasi pendapatan menurut jenis pendapatan

. PENDAPATAN Persentase
No Uraian - .
Anggaran Realisasi %
1 APBD 2021 | 16.435.118.406 | 14.641.037.820 89,08
2 APBD 2022 |[11.898.896.475| 11.511.371.758 96,74

6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Tabel 1.7

Realisasi Belanja OPD Kecamatan Kecamatan Bukit Kapur
Tahun 2022 (LRA) Sebagai Berikut :

KECAMATAN BUKIT KAPUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN

ANGGARAN

REALISASI

RASIO

2022

2022

(%)

1

2

3

4

PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI
DAERAH

Pendapatan Retribusi
Daerah

Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah

Jumlah Pendapatan Asli
Daerah

TOTAL PENDAPATAN

BELANJA

BELANJA OPERASI

Belanja Pegawai

7.107.944.735,00

6.792.345.050,00

95,56

Belanja Barang dan Jasa

3.774.722.920,00

3.723.604.399,00

98,65

Jumlah Belanja Operasi

10.882.667.655,00

10.515.949.449,00

96,63

BELANJA MODAL

Belanja Tanah

Belanja Peralatan dan Mesin

152.516.320,00

131.709.809,00

86,36
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Belanja Gedung dan 56.400.000,00 56.400.000,00 100,00
Bangunan

Belanja Jalan, Irigasi dan 777.530.000,00 777.530.000,00 100,00
Jaringan

Belanja Aset Tetap Lainnya 29.782.500,00 29.782.500,00 -
Belanja Aset Lainnya - - -
Jumlah Belanja Modal 1.016.228.820,00 995.422.309,00 97,95
TOTAL BELANJA 11.898.896.475,00 11.511.371.758,00 96,74
SURPLUS ( DEFISIT) -11.898.896.475,00 -11.511.371.758,00 - 96,74

7. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Bembiayaan.
Realisasi Belanja OPD Kecamatan Bukit Kapur Tahun 2022

Sebagai Berikut :

Tabel 1.8

Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Bembiayaan

: PEMBIAYAAN
No Uraian - - Persentase
Anggaran Realisasi
1 [ APBD 2022 11.898.896.475 | 11.511.371.758 96,74
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BAB Il

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pada Tahun 2022, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Kecamatan Bukit Kapur mengalami perubahan. Adapun Perubahan

Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022 sebagai

Berikut :
Tabel 2.1
APBD DAN APBD.P KECAMATAN BUKIT KAPUR
TAHUN ANGGARAN 2022
PAGU T PAGU T
Uraian Program dan (Sebelum) (Sesudah) Bertambah /
NO Rek. Keg Kegiatan Belanja Belanja (Berkurang)
Operasi Operasi
07.01 KECAMATAN
30.000 KECAMATAN BUKIT
KAPUR
1 | 07.01.01 PROGRAM PENUNJANG 9.475.897.040 10.251.254.975 775.357.935
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.01 Perencanaan, 20.394.720 26.394.720 6.000.000
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan 10.197.360 13.197.360 3.000.000
Penyusunan DPA-SKPD
7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan 10.197.360 13.197.360 3.000.000
Penyusunan Perubahan
DPA-SKPD
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan 6.870.904.800 7.076.795.535 205.890.735
Perangkat Daerah
7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan 6.809.494.000 7.015.384.735 205.890.735
Tunjangan ASN
7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan 61.410.800 61.410.800 -
Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Seme
steran SKPD
7.01.01.2.03 Administrasi Barang -
Milik Daerah pada 38.400.000 38.400.000
Perangkat Daerah
7.01.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik 38.400.000 38.400.000 -
Daerah SKPD
7.01.01.2.06 Administrasi Umum 658.503.300 750.663.300 92.160.000
Perangkat Daerah
7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen 19.628.000 19.628.000 -
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
LKIP Kec. Bukit Kapur TA2022 halarman| 8




7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan 217.412.900 217.412.900 -
Perlengkapan Kantor

7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik 198.260.000 218.260.000 20.000.000
Kantor

7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang 58.752.400 58.752.400 -
Cetakan dan Penggandaan

7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan 76.000.000 108.160.000 32.160.000
dan Peraturan Perundang-
undangan

7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat 88.450.000 128.450.000 40.000.000
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa 1.807.728.220 2.176.155.420 368.427.200

Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat 16.497.000 16.497.000 -
Menyurat
7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa 95.700.000 85.700.000 (10.000.000)

Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik

7.01.01.2.08.04

Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor

1.695.531.220

2.073.958.420

378.427.200

7.01.01.2.09

Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

79.966.000

182.846.000

102.880.000

7.01.01.2.09.01

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan

40.636.000

68.516.000

27.880.000

7.01.01.2.09.06

Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin Lainnya

39.330.000

39.330.000

7.01.01.2.09.07

Pemeliharaan Aset Tetap
Lainnya

75.000.000

75.000.000

07.01.02

PROGRAM

PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK

24.390.900

24.390.900

7.01.02.2.01

Koordinasi
Penyelenggaraan
Kegiatan Pemerintahan
di Tingkat Kecamatan

24.390.900

24.390.900

7.01.02.2.01.02

Peningkatan Efektifitas
Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan

24.390.900

24.390.900

07.01.03

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN

1.523.250.600

1.523.250.600

7.01.03.2.02

Kegiatan Pemberdayaan
Kelurahan

1.523.250.600

1.523.250.600

7.01.03.2.02.01

Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Forum
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan di
Kelurahan

92.562.400

92.562.400

7.01.03.2.02.02

Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kelurahan

1.083.927.180

1.083.927.180

7.01.03.2.02.03

Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan

346.761.020

346.761.020
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07.01.04

PROGRAM KOORDINASI
KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM

100.000.000

100.000.000

7.01.04.2.01

Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum

100.000.000

100.000.000

7.01.04.2.01.01

Sinergitas dengan
Kepolisian Negara
Republik Indonesia,
Tentara Nasional
Indonesia dan Instansi
Vertikal di Wilayah
Kecamatan

100.000.000

100.000.000

11.023.538.540

11.898.896.475

875.357.935

LKIP Kec. Bukit Kapur TA2022

halaman| 10




BAB Il
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Pencapaian indikator kinerja dari Sasaran Strategis di atas
pada tahun 2021 untuk masing-masing indikator kinerja Sebagai
Berikut ;
1. Indikator Kinerja Sasaran : Indeks Kepuasan Masyarakat.

Target tahun 2022 cakupan Indeks Kepuasan Masyarakat
adalah sebesar 85%, Capaian tahun 2022 adalah sebesar
99,99% atau capaian target pada Renstra 2022 adalah
sebesarl17,64%.

Adapun Jumlah Anggaran yang tersedia untuk melaksanakan
kegiatan ini sebesar Rp. 24.390.900,- dengan realisasi
penyerapan anggaran sebesar Rp. 24.390.407,- atau 99,99%.
Adapun indikator kinerja keluarannya adalah persentas
penyelenggaraan  pemerintahan dan pelayanan  publik
Kewilayahan Kecamatan Bukit antara lain ; Pelayanan
pengurusan kependudukan silawo, Pelayanan pengurusan
keterangan domisili, surat keterangan kematian, surat

keterangan ahli waris, surat pengurusan Nikah.

2. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Pelaksanaan Tugas
Pemerintahan Umum dan Trantibum.

Target tahun 2022 Persentase Pelaksanaan Tugas
Pemerintahan Umum dan Trantibum.adalah sebesar 100%,
Capaian tahun 2022 adalah sebesar 97.37% atau capaian target
pada Renstra 2022 adalah sebesar 97,37%.

Adapun Jumlah Anggaran yang tersedia untuk melaksanakan
kegiatan ini sebesar Rp. 1.523.250.600,- dengan realisasi
penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.483.228.889,- atau 97,37%.

Adapun indikator kinerja keluarannya adalah Terlaksananya
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3.

Pemberdayaan Masyarakat kelurahan Kewilayahan Kecamatan
Bukit Kapur. Tujuan utama kegiatan ini meningkatkan peran serta
masyarakat antara lain ;

o Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat di Kelurahan
dengan melibatkan peran serta dalam Pembangunan Sarana
dan Prasarana Kelurahan dalam bentuk Kelompok
Masyarakat (Pokmas).

o Peningkatan[ Partisipasi Masyarakat dalam  Forum
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan.

o Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelurahan melalui
peninkatan kinerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
(LKK) yaitu RT, LPMK, Kader Posyandu.

Indikator Kinerja Sasaran : Persentase pelaksanaan
pelimpahan kewenangan kepada camat.

Target tahun 2022 Persentase Persentase pelaksanaan
pelimpahan kewenangan kepada camat adalah sebesar 100%,
Capaian tahun 2022 adalah sebesar 99.99% atau capaian target
pada Renstra 2022 adalah sebesar 117,64%.

Adapun Jumlah Anggaran yang tersedia untuk melaksanakan
kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000,- dengan realisasi
penyerapan anggaran sebesar Rp. 99.997.000,- atau 99,99%.
adapun indikator kinerja keluarannya adalah Terlaksananya
Sinergitas dengan  Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah

Kecamatan.

Tujuan utama kegiatan ini meningkatkan peran serta

masyarakat antara lain ;

o Dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum
terutama dalam menjaga lingkungan dari bahaya Narkoba
yang mengancam Pelajar sebagai generasi muda penerus

perjuangan bangsa,
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o Meningkatkan menjaga ketentraman dan ketertiban umum

melakukan

sosialisasi

masyarakat

untuk memelihara

kelestarian linkungan hidup dengan cara mencegah terjadinya

kebakaran hutan dan lahan.

Melakukan Pengawasan ketentraman dan ketertiban umum

dengan monitoring pada derah yang rawan rerjadi kebakaran

hutan dan lahan.

Secara keseluruhan Kecamatan Kecamatan Bukit Kapur telah

menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatannya sebesar Rp.

11.898.896.475.,-

dengan

realisasi

penyerapan sebesar

Rp

11.511.371.758.- atau 96,74%. Dengan rincian anggaran sebagai
berikut ;

Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.5.02.2.10.05.00/001/2021

Tabel 3.1

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022
KECAMATAN BUKIT KAPUR

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN BUKIT KAPUR
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan

Sub Kegiatan

NO REK. KEG

PROGRAM/
KEGIATAN/
SUB KEGIATAN

Pagu

Realisasi s.d Desember

2022

Sisa Pagu
Anggaran

Rp

Rp

%

2

07.01

KECAMATAN

30.000

KECAMATAN BUKIT
KAPUR

1 | 07.01.01

PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

10.251.254.975

9.903.755.462

96,61% | 347.499.513

7.01.01.2.01

Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

7.01.01.2.01.04

Koordinasi dan
Penyusunan DPA-
SKPD

13.197.360

13.187.097

99,92% 10.263

7.01.01.2.01.05

Koordinasi dan
Penyusunan
Perubahan DPA-
SKPD

13.197.360

13.197.360

100,00%

7.01.01.2.02

Administrasi
Keuangan Perangkat
Daerah
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7.01.01.2.02.01

Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

7.015.384.735

6.699.785.050

95,50%

315.599.685

7.01.01.2.02.07

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/S
emesteran SKPD

61.410.800

59.760.800

97,31%

1.650.000

7.01.01.2.03

Administrasi Barang
Milik Daerah pada
Perangkat Daerah

7.01.01.2.03.02

Pengamanan Barang
Milik Daerah SKPD

38.400.000

38.400.000

100,00%

7.01.01.2.06

Administrasi Umum
Perangkat Daerah

7.01.01.2.06.01

Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

19.628.000

19.560.200

99,65%

67.800

7.01.01.2.06.02

Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor

217.412.900

214.742.029

98,77%

2.670.871

7.01.01.2.06.04

Penyediaan Bahan
Logistik Kantor

218.260.000

217.135.000

99,48%

1.125.000

7.01.01.2.06.05

Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan

58.752.400

58.539.696

99,64%

212.704

7.01.01.2.06.06

Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan Perundang-
undangan

108.160.000

107.960.000

99,82%

200.000

7.01.01.2.06.09

Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

128.450.000

128.359.210

99,93%

90.790

7.01.01.2.08

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah

7.01.01.2.08.01

Penyediaan Jasa
Surat Menyurat

16.497.000

16.497.000

100,00%

7.01.01.2.08.02

Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

85.700.000

71.450.789

83,37%

14.249.211

7.01.01.2.08.04

Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor

2.073.958.420

2.062.849.140

99,46%

11.109.280

7.01.01.2.09

Pemeliharaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah

7.01.01.2.09.01

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan
Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas
Jabatan

68.516.000

68.184.091

99,52%

331.909

7.01.01.2.09.06

Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin
Lainnya

39.330.000

39.244.000

99,78%

86.000

7.01.01.2.09.07

Pemeliharaan Aset
Tetap Lainnya

75.000.000

74.904.000

99,87%

96.000

07.01.02

PROGRAM
PENYELENGGARAA
N PEMERINTAH

24.390.900

24.390.407

100,00%

493

LKIP Kec. Bukit Kapur TA2022

halamen | 14




DAN PELAYANAN
PUBLIK

7.01.02.2.01

Koordinasi
Penyelenggaraan
Kegiatan
Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan

7.01.02.2.01.02

Peningkatan
Efektifitas Kegiatan
Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan

24.390.900

24.390.407

99,99%

493

07.01.03

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARKAT DESA
DAN KELURAHAN

1.523.250.600

1.483.228.889

97,37%

40.021.711

7.01.03.2.02

Kegiatan
Pemberdayaan
Kelurahan

7.01.03.2.02.01

Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat dalam
Forum Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan di
Kelurahan

92.562.400

90.546.000

97,82%

2.016.400

7.01.03.2.02.02

Pembangunan
Sarana dan
Prasarana Kelurahan

1.083.927.180

1.078.800.400

99,53%

5.126.780

7.01.03.2.02.03

Pemberdayaan
Masyarakat di
Kelurahan

346.761.020

313.882.489

90,52%

32.878.531

07.01.04

PROGRAM
KOORDINASI
KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN
UMUM

100.000.000

99.997.000

99,99%

3.000

7.01.04.2.01

Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum

100.000.000

99.997.000

100,00%

3.000

7.01.04.2.01.01

Sinergitas dengan
Kepolisian Negara
Republik Indonesia,
Tentara Nasional
Indonesia dan
Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan

100.000.000

99.997.000

100,00%

3.000

11.898.896.475

11.511.371.758

96,74%

387.524.717
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BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

4.1.

4.2

DAN PENUGASAN

Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuan

Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah
dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa

serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas

tertentu.

Kecamatan Bukit Kapur setiap tahunnya menerima dana
bantuan keuangan provinsi riau sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus
juta rupiah)yang pemanfaatan dana tersebut untuk melaksanakan
kegiatan Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan
Ketertiban Umum.

Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas

Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Kendala-kendala dalam pencapaian kinerja Kecamatan Bukit

Kapur sebagai berikut adalah :

1. Sarana dan prasarana di Kecamatan/Kelurahan yang kurang
memadai, kurangnya tenaga PNS pada tiap bagian dan
sehingga belum mampu sepenuhnya menciptakan pelayanan
prima kepada masyarakat, ditambaha lagi persoalan dengan
kurangnya pemahaman dan tanggungjawab aparatur
kecamatan/kelurahan dalam memahami tugas pokok dan fungsi
yang telah diberikan;

2. Keterbatasan APBD Kota Dumai dalam mengakomodir
pembiayaan program maupun kegiatan di Kecamatan, sehingga
dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kendala yang
menyebabkan jalannya kegiatan tidak maksimal, hal ini selalu
terjadi apalagi saat sekarang masa pandemic Covid 19 sehingga

menghambat untuk mencapai sasaran strategis.
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3. Kendala terlambatnya Camat dalam mengambil keputusan
sebab Tugas dan Fungsi umum Camat Sebagian besar
Koordunasi dengan berbagai pihak dab Stakehoder, sehingga
terkadang ada berbenturan beberapa pendapat dan kepentingan
yang mengakibatkan suatu urusan berjalan Panjang, karena
sulitnya unruk mengambil keputusan.

4. Terus menurunya partisipasi masyarakat dalam musrenbang
semakin tahun karena mereka mengangap tidak adanya
perhatian dari pemerintah terhadap hasil musrenbang yang

mereka sampaikan pada tiap tahunnya.

Upaya untuk menghadapi kendala tersebut Kecamatan Bukit Kapur
telah mengambil langkah-langkah antisipasi antara lain :

1. Meningkatkan upaya perencanaan yang berorientasi pada
kebutuhan yang konkrit dengan melakukan kajian efesiensi dan
efektifitas kemampuan anggaran terhadap program dan kegiatan
yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran sesuai dengan
Renstra Kecamatan;

2. Camat Bukit Kapur senantiasa memperkuat Silaturahmi,
koordinasi dengan berbagai pihak dalam menyelesaikan
permasalahan yang timbul.

3. Melakukan koordinasi, Konsultasi dan singkronisasi kepada
OPD terkait Lembaga kemasyarakatan di Kelurahan dan
ORMAS;

4. Optimalisai penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor
yang ada guna peningkatan kinerja;

5. Secara marathon menyuarakan hasil Musrenbang
Kecamatan/Kelurahan agar menjadi perhatian bagi pemerintah
dalam mengambil kebijakan untuk dapat terrealisasikan.

6. Melakukan Pemetaan kebutuhan dan Koordinasi terhadap
kurangnya SDM PNS yang ada di kecamatan bukit kapur kepada
Badan Kepegawaian Pelatihan dan Sumber Daya Manusia Kota

Dumai.
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BAB V
PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2022
Kecamatan Bukit Kapur sebagai implementasi pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mencapai
sasaran kegiatan (outcome) tahun 2022 dengan menyajikan informasi
realisasi kinerja serta akuntabilitas keuangan.

Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) juga sebagai
sarana analisis pelaksanaan kinerja untuk dijadikan umpan balik bagi
pengambil keputusan, pihak-pihak yang terkait, dalam memperbaiki
permasalahan guna pengambilan langkah antisipatif untuk menwujukan
kondisi yang diinginkan.

Langkah—langkah  penyempurnaan laporan Kkinerja ini
senantiasa merupakan prioritas, agar terwujud akuntabilitas, untuk itu
diperlukan peran aktif aparatur,masyarakat dan Stakeholder.

Dengan Laporan Kinerja ini, dapat diperoleh gambaran tentang
penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di
lingkungan Pemerintah Kota Dumai khususnya pada Kecamatan Bukit
Kapur .

Demikian Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPJ)
Tahun Anggaran 2022 OPD Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai ini
disusun sebagai laporan sekaligus pertanggungjawaban kepada Bapak

Walikota Dumai.

Bukit Kapur, Januari 2023
CAMAT BUKIT KAPUR

AGUS GUNAWAN, S.Sos
Pembina Tk.I
NIP. 19770831 200003 1 005
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